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PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak
pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan;

b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan
yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang
membantu unit kerja dan pegawai di lingkungan
Kementerian PANRB dalam menangani benturan
kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai
Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun
1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai
Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Kesederhanaan Hidup;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
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Pasal 1

(1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi diwajibkan melakukan identifikasi
potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan
penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

(2) Identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Kementerian dan para Deputi selaku penyelenggara
negara yang memangku kewenangan strategis dalam mengambil
kebijakan terkait Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi; dan

b. Seluruh unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan
Administrator di bawahnya selaku pejabat yang mengemban
tugas manajerial tingkat operasional.

(3) Setiap unit kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan
internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan
kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan di
lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya
yang dilakukan oleh unit kerja didokumentasikan sesuai peraturan
Menteri ini.

Pasal 4

(1) Setiap unit kerja diwajibkan melakukan evaluasi internal secara
berkala terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan
penanganannya.

(2) Inspektorat Kementerian melakukan pembinaan dan monitoring
kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan
Benturan Kepentingan

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
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Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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